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ABSTRAK

bahwa ketentuan Pasal 83 ayat (2) dan (5) Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan pasangan calon
wajib memiliki rekening khusus dana kampanye dan mendaftarkannya kepada KPUD
serta melaporkan sumbangan dana kampanye yang lebih dari Rp 2.500.000,00 (dua juta
lima ratus ribu rupiah) baik dalam bentuk uang maupun bukan dalam bentuk uang yang
dapat dikonversikan ke dalam nilai uang kepada KPUD;

bahwa ketentuan Pasal 84 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan
dana kampanye yang digunakan oleh pasangan calon wajib dilaporkan pada KPUD untuk
diserahkan kepada dan diaudit oleh kantor akuntan publik;

bahwa Pasal 117 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara
Pemilihan Umum memberikan kewenangan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi
dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota untuk membentuk Keputusan dalam
penyelenggaraan Pemilihan Umum;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat ini adalah :

UU Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4389); UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 437) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas
UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4844); UU Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4721); UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik
(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4801) UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan
Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang
Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan
Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan



CATATAN

Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4865); Peraturan KPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata
Kerja KPU, KPU Provinsi, daN KPU Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan
Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan KPU Nomor 37 Tahun 2008;
Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota
sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan KPU
Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum ; Peraturan
KPU Nomor 68 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan
Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; Peraturan KPU Nomor 69 Tahun 2009
tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah; Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaporan Dana
Kampanye Peserta Pemilihan Umum Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala
Daerah Dan Wakil Kepala Daerah; Peraturan KPU Nomor 07 Tahun 2010 tentang
Pedoman Audit Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil
Kepala Daerah Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah;
Keputusan KPU Sumatera Barat Nomor 06/Kpts/KPU-Prov-003/2010 tentang Tahapan,
Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur
Tahun 2010, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Sumatera Barat Nomor 22/Kpts/KPU-Prov-003/2010; Keputusan KPU Provinsi Sumatera
Barat Nomor 14/Kpts/KPU-Prov-003/2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara
Pencalonan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun
2010; Keputusan KPU Provinsi Sumatera Barat Nomor 30/Kpts/KPU-Prov-003/2010
tentang Pedoman Teknis Tata Cara Kampanye Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil
Gubernur Sumatera Barat Tahun 2010;

Dalam Keputusan KPU Provinsi Sumatera Barat Nomor 31/Kpts/KPU-Prov-003/2010
ini diatur tentang:

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Tentang Pedoman
Pelaporan Dana Kampanye dan Audit Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon
Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat 2010.

: - Keputusan KPU Provinsi Sumatera Barat ini ditetapkan pada tanggal 26 Maret 2010.

- Lampiran 0 Halaman.



